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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
tugas penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan turunan
target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya yang berpedoman pada
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-
2026 yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta merupakan upaya untuk
mencapai visi misi Wali Kota Bontang yang sudah ditetapkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini disusun
sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan
hingga subkegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025. Diharapkan
Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para
pimpinan dan segenap elemen Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di
masa mendatang.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun, apresiasi sebesar-besarnya
diberikan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam penyusunan Rencana
Kerja ini, sehingga dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat disajikan
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan semoga apa yang
ditargetkan dan termuat dalam Rencana Kerja ini dapat dicapai. Kami
harapkan kritik dan saran guna menyempurnakan substansi Rencana
Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan
pembangunan khususnya sektor Pendapatan Asli Daerah di Kota Bontang.

.-;}“

z - dapatan Daerah,
’ -iﬁn

%4 ', . -"31‘;
S o/
ARRU NXS/E., M.A., M.Eng

“=Pemibina (IV/a)
NIP. 19740210 200502 1 001

PeTh

RENCANA KERJA TAHUN 2025

~ 4 2 4 : 4 :

2y




KATA PENGANTAR ..ccccveeercreccscncccerscrescsessocescsssscescses SResE SRR CeeRes R RRR RSB RI i
87,9 g i 7 ) (O SO SO — ii
DAFPTAR TABEL ..ozouicisimssammnissmsmmusssss s st st v e s s s s S mss an s us s Ss onaei s iii
BAB I PENDAHULUAN ...ccscorseosessscscscnsssesessssscsssasssesasssssssovssssasassesnsosesssovssasssesess 1
1.1 Latar BelaKang ... 1
1.2 Landasan HUKUm e i 1
1.3 Maksud dam TUJFUATIL .cccrceceesnesescssessseseessessesssessss st ssssssssssessssssessssesssesssesasees 3
1.4 Sistematika dan Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
BONTANG TAHUN LALWU .....ccocosesesssnscssssnssesssssssnssssosssessasessnsssssassrsnssssasosssasesssses 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang............ 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan
Daerah Kota Bontang 18

2.3.1Permasalahan dan Hambatan dalam menyélenggarakan Tugas dan
Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang. .23

2.3.2Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat
Daerah 24

2.3.3Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam
Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang Direncanakan. .24

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 25
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH......cccccccttetninnncncncscacscsncnes 31

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional........sn 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 20285...ccccccececocecrccsercercccscrcscssesesssasesesssesesesesesesssnsnas S ————— 33
BAB V BPENUTUR........ccoccaesncnsces SRR —— TR —— sawsuid 40

RENCANA KERJA TAHUN 2025

BAPENDAY Y g rad’ ) gy s ®




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian nilai pendapatan asli daerah .........cccoeeeiviniiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeene, 7
Tabel 2.2 Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi target
kinerja program /KegIatamn ..........ccccvuiiiiiiiiiiiniiiiiee e 8

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapai

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah s.d Tahun 2024 Kota

BoOntamg . ..o 11
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
............................................................................................................. 17

Tabel 2.5 Perkembangan Pembayaran dan Tunggakan PBB Tahun 2019-2023 ....20
Tabel 2.6 Perkembangan Penetapan SKPD dan Tunggakan Pajak Non PBB dan

BPHTB Tahvts 2021-2023 ..cumvemmesmmonsnussmusmssnmmsmns e s sy sanss s 21
Tabel 2.7 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Tahun 2025 Badan
Pendapatan Dasrah Kota BONIEHE ivwssnnesmmn s masssmsnnss ssmtosssaassis 26

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Perkiraan Maju Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.34

RENCANA KERJA TAHUN 2025

| /
BADAN PENDAPATAN DAERAN KOTA BONTANG | 4 5 A, iy . ) nog Lo

¥




1.1

1.2
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APCENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang disusun
berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD). Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah
sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Renstra
Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebuah dokumen resmi menjembatani
antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD sebagai
implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun
2021-2026. Renja Perangkat Daerah tahun 2025 akan menjadi dasar
dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025,
serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran
SKPD (RKA-SKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah Kembali dengan Peraturan
Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah,
merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan
subpengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Kerja Bapenda merupakan dokumen perangkat daerah
dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah
Daerah dalam satu tahun, maka dokumen ini disusun mengarah pada
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang khususnya
dan Nasional pada umumnya.

Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
disusun berlandaskan pada :

1) Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 38396) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi undang — undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6402);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6323);

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);
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9)

10)

11)

12)

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 - 2025 Kota
Bontang;

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Nomeor
Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang (Berita Daerah Kota
Bontang Tahun 2018 Nomor 50).

Peraturan Walikota Bontang Nomor S5 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kota Bontang Tahun 2025 adalah untuk menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan yang
menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bapenda dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya pada tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun

2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1.

Menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
dan sebagai bahan pengendalian kegiatan Badan Pendapatan
Daerah Kota Bontang pada tahun 2025;

Merumuskan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang pada tahun 2025;

Merumuskan rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan
Daerah Kota Bontang pada tahun 2025.

Sistematika dan Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah ini,

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusun
Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan
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Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan
Pendapatan Daerah Kota Bontang 2025, serta susunan garis
besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1 Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu

2.2

2.3

2.4

di Tahun 2023 (n-2) dan perkiraan capaian di tahun berjalan di
tahun 2024 (n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan Rencana
Strategis Bapenda berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan ' Renja Bapenda di tahun-tahun sebelumnya.
Mereview hasil evaluasi pelaksanaan renja Bapenda di tahun lalu,
menjelaskan realisasi program/kegiatan yang tidak, telah
terpenuhi dan melebihi pencapaian target serta menjelaskan
faktor-faktor juga kebijakan/tindakan penyebabnya serta
implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra.
Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang, menjelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai tingkat
capaian kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan,
dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-
isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada
tahun yang direncanakan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan telaahaan
terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara
rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target Renstra Bapenda dan tingkat kinerja
yang dicapai oleh Bapenda.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Sl

3.2

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap
kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kota Bontang, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Bapenda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Bapenda.
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BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan kinerja serta
indikator sub kegiatan dilakukan penyesuaian berdasarkan
KEPMENDAGRI nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 desember 2021
tentang verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah
pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

e e




2.1

RENCANA KERJA TAHUN 2025

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang

Capaian kinerja Renja Bapenda, merupakan gambaran atas
evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam setiap
tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah
ditetapkan dalam Renja dan Renstra Bapenda. Target kinerja yang
dimaksud merupakan sasaran dengan nilai kualitatif yang melekat pada
setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun
tingkat program/kegiatan/ subkegiatan, dan merupakan pembanding
bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap
akhir periode pelaksanaan,

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada Tahun Anggaran
berjalan yaitu di tahun 2024 dan di tahun-tahun sebelumnya
mempunyai 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah, dengan 8 Kegiatan diantaranya yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

8. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2Bl

3P

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu
dan berdasarkan capaian renstra (2021 sd 2026) yaitu sebagai berikut :

1. Pada Program  Penunjang urusan pemerintah daerah
kabupaten/kota dengan indikator kinerja persentase pemenuhan
layanan penunjang urusan pemerintah daerah target kinerja akhir
tahun 2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja pada
tahun 2022, 2023 dan target di tahun 2024 yaitu 100 persen
sehingga tingkat perkiraan capaian realisasi target renstra pada
tahun 2025 adalah sebesar 100%, hal ini diterangkan bahwa tujuh
kegiatan dalam pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah
daerah pada Badan Pendapatan Daerah telah terlaksana
berdasarkan target yang telah ditentukan sehingga tingkat capaian
realisasi sebesar 100 persen.
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Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator
kinerja persentase capaian pendapatan asli daerah target kinerja
akhir tahun 2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja
pada tahun 2022, 2023 telah melebihi dari target yang ditentukan
dan target di tahun 2024 yaitu 100 persen sehingga tingkat
perkiraan capaian realisasi target renstra pada tahun 2025 adalah
sebesar 100%, hal ini diterangkan bahwa satu kegiatan dalam
pencapaian pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan
Daerah telah terlaksana berdasarkan target yang telah ditentukan
sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100 persen. Capaian nilai
pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian nilai pendapatan asli daerah

Persentase
(%)

2022 218.309.625.650,00 | 231.351.605.844,18 105,97%
2023 208.097.914.195,00 | 264.421.428.875,68 127,07%
2024 245.000.000.000,00

Tahun Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp)

Capaian realisasi target renstra di tahun 2026 dengan tiga puluh
tiga sub kegiatan beserta tambahan satu sub kegiatan baru yaitu
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang mendukung
kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022, 2023 dan 2024
mempunyai nilai capaian dengan persentase yang sangat fluktuatif
dimana pada sub kegiatan yang bersifat wajib dan rutin rata-rata
realisasi belanja pada tahun 2023 mencapai 93.72 persen,
sedangkan pada sub kegiatan teknis yang mendukung kegiatan
pelayanan pendapatan asli daerah rata-rata capaian realisasinya
adalah sebesar 65,40 persen dimana

Terdapat 2 (dua) subkegiatan yang capaian realisasi belanjanya
berada dibawah 50 % yaitu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), serta Pengendalian, Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak Daerah.

Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi
target kinerja program/kegiatan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Lot




Tabel 2.2

Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian
melebihi target kinerja program/kegiatan

FEFSCIIEASE Capaian Keterangan Faktor
Sub Kegiatan ngé{ea;l gzglauan >50% Penyebab
P Dok Terlaksana secara
Py DO peran | $58% | 50% | makimalsevua
g kebutuhan
Koordi . dan P Terlaksana secara
QUIGInAs] Gan & CUyUoUan 100% >50% maksimal sesuai
Dokumen RKA-SKPD kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan ) . Dilaksanakan pada
Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2024
Koordinasi dan Penyusunan Terlaksana secara
Laporan Capaian Kinerja dan 68.47% >50% maksimal sesuai
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kebutuhan
. .. . Terlaksana secara
i;rgedman Gaji dan Tunjangan 93,89 % >50% rutin sesuai
kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dilaksarslkam Had
Laporan Keuangan Akhir Tahun - - b
tahun 2024
SKPD
Eoordlnals(x dan Penyusunan e TP —
b 100% >50% maksimal sesuai
Bulanan/Triwulanan/ T S
Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan s
Py B N Dilaksanakan pada
Analisis Prognosis Realisasi - - talian DODA
Anggaran
P d Pakaian Di Terlaksana secara
engadaan raxaian inas 97.49% >50% maksimal sesuai
Beserta Atribut Kelengkapannya welutuban
Pendidikan dan Pelatihan Terlaksana secara
Pegawai berdasarkan Tugas dan 58.97% >50% maksimal sesuai
Fungsi kebutuhan
Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksana secara
Listrik/Penerangan Bangunan 92,24% >50% rutin sesuai
Kantor kebutuhan
. Terlaksana secara
ey idmk:naﬂegﬁ‘;? el 97.49% >50% rutin sesuai
gkap kebutuhan
; g Terlaksana secara
izrlll};::)(:laan Bahan Logistik 67.16% >50% rutin sesuai
kebutuhan
; Terlaksana secara
g:gy egf;:agarang Cetaloan. dan 91.32% >50% rutin sesuai
g8 kebutuhan
Pengadaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan 0.00% <50% koran/majalah
Peraturan Perundang-undangan st ° berlangganan tidak
dilaksanakan
Penyelenggaraan Rapat Terlaksana secara
Y g8 p 94.50% >50% maksimal sesuai

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

kebutuhan
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Persentase

; ; : Capaian Keterangan Faktor
Sub Kegiatan ngé{at Flapguan >50% Penyebab
ealisasi
Penyusunan Dokumen Terlaksana secara
Pergrlllcanaan Perangkat Daerah 88893 =% maleiimal sEatied
kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Errlalicsang, Aesans.
0, 0, 1 1
Dokumen RKA-SKPD 100% >50% maksimal sesuai
kebutuhan
Terlaksana secara
0,
Pengadaan Mebel 98.53% >50% miaksimal sesugi
kebutuhan
Terlaksana secara
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% >50% maksimal sesuai
kebutuhan
) . . Terlaksana secara
Pyedaan e komulkas, | saemx | oso | rtin sesun
Y kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Tetlaksans. scoara
UmI}.,lm Kantor Y 96.52% >50% rutin sesuai
: kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
: . . Terlaksana secara
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak . .
. 98.87% >50% rutin sesuai
Kendaraan Perorangan Dinas kebutuhan
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
. . . Terlaksana secara
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan . .
4 : 96.07 >50% rutin sesuai
Perizinan Kendaraan Dinas
. kebutuhan
Operasional atau Lapangan
. Terlaksana secara
o Rl 97.73% >50% rutin sesuai
. kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Terlaksana secara
Sarana dan Prasarana Gedung 98.10% >50% maksimal sesuai
Kantor dan Bangunan Lainnya kebutuhan
Perencanaan Pengelolaan Pajak B B Dilaksanakan pada
Daerah tahun 2024
Analisa dan Pengembangan Pajak Terlaksana secara
Daerah serta Penyusunan 84.62% >50% maksimal sesuai
Kebijakan Pajak Daerah kebutuhan
Penyuluhan dan Penyebarluasan Teriaksana Sccara
4 . 78.28% >50% maksimal sesuai
Kebijakan Pajak Daerah N
Penyediaan Sarana dan Terlaksana secara
Prasarana Pengelolaan Pajak 94.90% >50% maksimal sesuai
Daerah kebutuhan
Pengolahan, pemeliharaan dan Terlaksana secara
Pelaporan Basis Data Pajak 54.79% >50% maksimal sesuai
Daerah kebutuhan
Penilaian Pajak Bumi dan Realisasi kegiatan
Bangunan Pedesaan dan validasi data wajib
Perkotaan (PBBP2) serta Bea 4.43% <50% pajak tidak
Perolehan Hak atas Tanah mencapai target
(BPHTB)
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Terlaksana secara
86.27% >50% maksimal sesuai

Daerah

kebutuhan
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Persentase
Sub Kegiatan Tingkat Capaian
Realisasi

Capaian Keterangan Faktor
>50% Penyebab

Terlaksana secara
Penyusunan Dokumen

88.89% >50% maksimal sesuai
Perencanaan Perangkat Daerah I —
Kogrdinasi den Eenymsuman 100% >50% T;Zigmasiesia;?
Dokumen RKA-SKPD Talmtihai
. ; ; Terlaksana secara
Fope Hen. ‘;a?‘a;(’%‘ﬁﬁ‘lsl‘ Diaie 88.90% >50% maksimal sesuai
elaporan Paj ae fealisitailiain
Terlaksana secara
Penagihan Pajak Daerah 86.95% >50% maksimal sesuai
kebutuhan

Realisasi kegiatan
pengendalian serta

Pengendalian, Pemeriksaan, dan 5 5 pengawasan
Pengawasan Pajak Daerah AR R kepatuhan wajib
pajak tidak
mencapai target
S ; : Terlaksana secara
Eicstpmnt kanl Eransaliz 78.40% >50% maksimal sesuai

Pemerintah Daerah kebutuhan

6. Implikasi serta kebijakan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab
target kinerja yang direncanakan tidak tercapai adalah sebagai
berikut:

e Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terus
menerus terkait pencapaian kinerja keuangan, baik belanja
maupun pendapatan, sehingga kinerja keuangan dapat
termonitor dengan baik sehingga risiko-risiko yang ada dapat
diantisipasi dengan baik.

e Pelaksanaan pemetaan potensi pendapatan yang lebih realistis
untuk mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan, dalam
hal ini pajak daerah. Karena, trend penerimaan pajak daerah
yang cenderung sluktuatif setiap bulannya

e Pelaksanaan pemantauan terhadap faktor eksternal yang
mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja instansi, dalam hal
ini monitoring terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak,
penjaringan terhadap potensi wajib pajak baru, serta kegiatan
validasi data wajib pajak

Hasil evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra Bapenda Kota
Bontang disajikan pada tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2025
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
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Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang merupakan
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan subpengelolaa pendapatan daerah.
Dasar pembentukan pelaksanaan adalah Peraturan Daerah No. 5 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
Walikota Bontang No. 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Wali Kota Bontang
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Bapenda dalam melaksanakan tugasnya di bidang keuangan
subpengelolaan pendapatan, menyelenggarakan fungsi sebagai
penyusun kebijakan teknis di bidang keuangan subpengelolaan
pendapatan daerah; pelaksana tugas dukungan teknis di bidang
keuangan subpengelolaan pendapatan daerah; pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan tekhis di bidang keuangan
subpengelolaan pendapatan daerah; pembinaan teknis di bidang
keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah; serta pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi
Bapenda.

Secara tupoksi dan struktur birokrasi dalam sistem pemerintahan,
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berkorelasi dengan tupoksi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Keuangan.
Dalam menetapkan programnya, Badan Pendapatan Daerah mengacu
kepada program yang ditetapkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-
2026. Korelasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif
bagi daerah, khususnya terhadap tugas pokok dan fungsi Bapenda
sebagai koordinator bidang pendapatan daerah.

Bapenda memiliki indikator tujuan Kategori Kapasitas Fiskal yang
diperoleh dengan rumusan dari Persentase Kontribusi Pendapatan Asli
Daerah terhadap Pendapatan Daerah, indikator kinerja utama Bapenda
yaitu :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator
kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra, disajikan pada tabel, 2.2
sebagai berikut:
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Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa target persentase
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan nilai indeks kepuasan
Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun diproyeksikan terus meningkat.
Realisasi capaian IKU 1 (persentase peningkatan PAD) pada tahun 2022
bernilai — (minus) hal ini disebabkan karena Persentase peningkatan
pendapatan asli daerah pada tahun berkenaan dipengaruhi oleh realisasi
tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

Pada Tahun 2022 realisasi pendapatan jauh lebih kecil jika
dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2021, hal ini
disebabkan karena kondisi perekonomian yang masih dalam tahap
penataan kembali pasca covid-19, dimana kondisi ekonomi di Kota
Bontang khususnya sudah mulai berkembang dan menunjukkan trend
yang positif. Realisasi capaian IKU 1 (persentase peningkatan PAD) pada
tahun 2023 juga terus berada pada kondisi yang prima dimana capaian
persentase peningkatan PAD adalah sebesar 13,59% dengan nominal
capaian pendapatan asli daerah sebesar Rp 262.783.368.861,61 dengan
jumlah realisasi pajak daerah sebesar 118.218.692.064,81 atau 44,99%
dari jumlah keseluruhan pendapatan asli daerah.

Sedangkan untuk realisasi capaian IKU 2 (nilai IKM) pada tahun
2023 adalah sebesar 84,7 dari target renstra dengan nilai 80, penilaian
indeks kepuasan masyarakat tingkat kota belum dilaksanakan sehingga
realisasi nilai IKM untuk tahun 2024 belum dapat dijelaskan pada Renja
ini.

Untuk proyeksi di tahun 2025 dan 2026 direncanakan terus
meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya agar kinerja dari
Badan Pendapatan Daerah dapat terus berada pada tingkat yang baik,
dan juga sebagai pecutan terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah
agar dapat terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Pendapatan Daerah Kota Bontang

Sebagai perangkat daerah yang kinerja utamanya menunjang
kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah,
Bapenda sejak awal ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah
dihadapkan pada isu rendahnya Tingkat kemandirian fiskal daerah yang
ditandai oleh proporsi PAD terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah
masih dibawah 15 persen, bahkan dalam kurun waktu 2013-2023
cenderung mengalami penurunan, meskipun tetap mengalami
peningkatan berdasarkan nilai absolut.
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Perkembangan Share PAD terhadap Pendapatan Daerah
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Sejalan dengan isu kemandirian fiskal yang masih rendah tersebut,
sebagai perangkat daerah yang secara teknis melaksanakan tugas
pengelolaan dan penatausahaan perpajakan daerah, Bapenda masih
dihadapkan pula pada belum optimalnya penerimaan pajak daerah.
Meskipun realisasi Pajak daerah menunjukkan tren yang meningkat
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun peningkatan tersebut
belum signifikan menopang peningkatan PAD sebagai indikator utama
kemandirian pembiayaan Pembangunan daerah.

Realisasi Pajak Daerah 2013-2023
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Realisasi sumber pendapatan dari Pajak Daerah dalam periode
2013-2023 relatif berfluktuasi, namun menunjukkan tren peningkatan.
Realisasi penerimaan Pajak Daerah ini bersumber dari 11 (sebelas)
sumber jenis pajak yang dihimpun dari wajib pajak, dengan pendapatan
terbesar bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dengan kontribusi
mencapai 47 persen, Pajak Restoran 17 persen dan Penerangan Jalan 14
persen. Secara keseluruhan distribusi sebelas sumber Pajak Daerah
selengkapnya ditampilkan pada gambar berikut: '
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Kontribusi dari sumber-sumber Pajak Daerah Tahun 2023

= Pajak Hotel
# Pajak Restoran
* Pajak Hiburan
Pajak Reklame
= Pajak Penerangan Jalan
® Pajak Parkir
® Pajak Air Tanah
® Pajak Sarang Burung Walet

® Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan

® Pajak Bumi dan Bangunan

Terlepas dari distribusi dan fluktuasi realisasi penerimaan Pajak
Daerah tersebut, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terjadi tren
peningkatan nilai pajak yang tertunggak dengan jumlah wajib pajak yang
menunggak meningkat pula. Secara akumulatif nilai tunggakan yang
menjadi piutang PBB hingga tahun 2023 telah mencapai Rp53,4 Milyar.
Adapun perkembangan Penetapan, Pembayaran, dan Tunggakan PBB
secara tahunan selama lima tahun terakhir 2019-2023 disajikan pada
table berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Pembayaran dan Tunggakan PBB Tahun 2019-2023

Tahun ,?;Zﬁ Nilai Penetapan Mila P(le)rgllosay aran | HNitad ’I‘l;;lgEg;gakan Persen

2019 [145.898 |42.102.683.121,00 | 37.001.663.143,00 | 5.101.019.978,00 | 12,12

2020 |46.364 [ 45.331.166.591,00 | 37.558.848.481,00 | 7.772.318.110,00 | 17,15

2021 |46.749|45.219.264.685,00 | 37.663.565.672,00 | 7.555.699.013,00 | 16,71

2022 146.910 | 45.974.222.644,00 | 37.636.596.389,00 | 8.359.924.205,00 | 18,18

2023 |47.622]61.433.754.028,00 | 53.517.019.995,00 | 7.916.734.033,00 | 12,89

Dari perspektif nilai penetapan PBB sesuai SPPT yang diterbitkan,
rata-rata nilai tunggakan setiap tahunnya selama tahun 2019-2023
mencapai 15,4 persen dengan tren yang menunjukkan peningkatan.
Demikian pula memperhatikan jumlah SPPT dengan kategori
menunggak atau tidak dilakukan pembayaran oleh wajib pajak PBB.
Jumlahnya juga menunjukkan peningkatan. Dengan membandingkan
antara jumlah SPPT yang diterbitkan dengan jumlah SPPT yang
dibayarkan oleh WP PBB, maka dapat dilihat tren kepatuhannya
menunjukkan penurunan dari 45% pada tahun 2015, menjadi 40 persen
pada tahun 2023.
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Perkembangan Pembayaran PBB 2019-2023
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Pada kelompok Pajak Daerah lainnya, permasalahan tunggakan
pajak juga menunjukkan peningkatan. Namun demikian secara
persentase nilai tunggakannya relatif lebih kecil. Terjadi peningkatan
tunggakan pajak-pajak daerah Non PBB dan BPHTB pada tahun 2023
baik pada aspek jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD} maupun
nilai pajaknya jika dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal ini
seharusnya menjadi perhatian dan menjadi bahan evaluasi agar
peningkatan tunggakan dan selanjutnya menjadi piutang ini tidak
berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya sebagaimana terjadi pada objek
pajak PBB dan BPHTB.

Tabel 2.6
Perkembangan Penetapan SKPD dan Tunggakan Pajak Non PBB dan
BPHTB Tahun 2021-2023

Tahun Penerbitan Nilai Ketetapan SKPD Nilai SKPD Persen
SKPD SKPD Menunggak | Menunggak
2021 6.244 57.552.845.914,10 25 33.817.598,00 | 0,06
2022 7.592 52.296.428.081,74 5 65.407.527,00 | 0,13
2023 9.509 50.162.060.190,42 276 591.575.809,00 | 1,18

Tren meningkatnya tunggakan dan piutang pajak, menjadi salah
satu permasalahan prioritas sehubungan dengan isu strategis masih
rendahnya kemandirian fiscal Kota Bontang. Oleh karena itu menjadi
sangat penting dan strategis bagi Bapenda menyusun strategi dan
kebijakan intervensi dengan pendekatan dan terobosan yang tepat agar
secara efektif dapat menjadi solusi atas tren peningkatan tunggakan dan
piutang pajak daerah ini. Selanjutnya dalam jangka Panjang dapat
menjadi stimulasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah sebagai salah
satu sumber untuk menopang kemandirian fiskal daerah.
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Sejalan dengan analisis isu strategis diatas, dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah juga menghadapi isu-
isu penting sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai kontribusi
pajak daerah terhadap kualitas pembangunan yang
dilaksanakan, efek langsung apa yang akan dirasakan
masyarakat ketika mereka telah membayar pajak, serta apresiasi
sebesar-besarnya terhadap seluruh masyarakat yang dengan taat
dan sadar telah membayar pajak.

2. Penguatan dasar hukum atau peraturan yang mendukung
langsung pelayanan pajak dan retribusi daerah. Dasar hukum
atau peraturan menjadi syarat utama agar pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan setiap
tahunnya, implementasi atas sisdur pemungutan pajak dan
retribusi daerah harus dijalankan dengan dasar yang kuat untuk
meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi dimasa
mendatang

3. Kerjasama antar instansi yang mendukung optimalisasi
penerimaan pendapatan asli daerah. Komponen pendapatan asli
daerah yang beragam serta tidak hanya berada pada satu
instansi saja membutuhkan kerjasama yang apik antar instansi-
intansi tersebut, Badan Pendapatan Daerah berusaha terus
menjembatani instansi-instansi lain yang bergerak dibidang
pendapatan asli daerah untuk sama-sama memaksimalkan
potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang ada serta terus
mempertahankan trend pendapatan asli daerah yang terus naik
dengan positif.

4. Pelaksanaan kegiatan validasi data pajak daerah. Selain
melakukan upaya pengecekan langsung ke lapangan untuk
mendapatkan data wajib pajak yang valid, Badan Pendapatan
Daerah juga melaksanakan upaya validasi data secara besar-
besaran dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju,
bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan
Pendapatan Daerah memanfaatkan Lidar untuk penentuan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) agar data yang dihasilkan dapat dijamin
keakuratannya.

5. Implementasi program E-BPHTB sebagai salah satu upaya untuk
mendukung pelayanan pajak secara online yang diharapkan
dengan adanya program E-BPHTB ini pelayanan pajak daerah
dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan lebih transparan.
Monitoring terhadap implementasi penggunaan E-BPHTB ini
akan terus dilakukan untuk menjamin peningkatan kualitas
pelayanan serta ketertiban administrasi yang dilakukan oleh
Badan Pendapatan Daerah

6. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kkegiatan
pelayanan pajak daerah. Terbatasnya loket pembayaran serta
ruang tunggu antrian pelayanan pajak daerah memaksa Badan
Pendapatan Daerah untuk terus melakukan optimalisasi
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kegiatan pelayanan dalam kondisi yang terbatas, hal ini tentunya
akan menimbulkan risiko berkepanjangan apabila tidak segera
ditemukan solusi yang pasti. Akan tetapi Badan Pendapatan
Daerah terus melakukan upaya-upaya yang nyata agar
masyarakat bisa membayar pajak daerah tanpa harus menguras
tenaga, salah satu upayanya adalah elektronifikasi transaksi
pemerintah daerah dimana pembayaran pajak daerah dapat
dilakukan dari rumah melalui channel pembayaran yang ada,
selain itu Badan Pendapatan Daerah juga melaksanakan
kegiatan Jemput Bola langsung kepada masyarakat yang
berlokasi di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bontang.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan
Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah anatara lain :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Pelaksanaan pengendalian serta pengawasan yang belum
berjalan dengan optimal pada tahun 2023 membuat Badan
Pendapatan Daerah harus melakukan kegiatan yang sama
dengan target serta jangkauan yang lebih luas dengan
dukungan anggaran yang tentunya terbatas. Selain itu,
kurang adanya keterbukaan dari wajib pajak utamanya yang
menjalankan mekanisme self assessment terkait omset
bulanan/tahunan mereka juga ikut mempengaruhi tingkat
capaian realisasi pajak daerah

2. Kurang validnya data yang ada pada database saat ini
utamanya data wajib pajak PBBP2. Besarnya jumlah wajib
pajak PBBP2 tidak sebanding dengan jumlah petugas
lapangan yang ada sehingga kegiatan pengecekan langsung
ke lapangan hanya akan dilakukan ketika wajib pajak
mengajukan permohonan untuk peninjauan ulang terhadap
aset yang mereka miliki. Hal inilah yang menjadi kendala
Badan Pendapatan Daerah hingga saat ini.

3. Perumusan potensi pendapatan asli daerah yang kurang
realistis sehingga penentuan target pendapatan asli daerah,
utamanya pajak daerah masih dirasa kurang maksimal.

4. Realisasi fisik dan belanja Badan Pendapatan Daerah yang
masih dibawah target yang ditentukan, pada triwulan II
tahun 2024 yang seharusnya target realisasi keuangan dan
fisik mencapai 50%, namun realisasi fisik dan keuangan '
Badan Pendapatan Dearah masih berada pada kisaran
angka 40%. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja Badan
Pendapatan Daerah  secara  keseluruhan, dimana
seharusnya kondisi seperti ini harus dapat diantisipasi agar
tidak terjadi.

23

RENCANA KERJA TAHUN 2025

BAPENDAY ) Y s o' Vi,




2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat

2.3.3
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Daerah

Tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pada indikator
dalam peningkatan PAD, alternatif yang telah dilakukan adalah
sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan kajian terkait kebijakan regulasi
terbaru.

2. Memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya
pajak daerah serta melakukan jemput bola langsung ke
masyarakat atau wajib pajak

3. Melakukan peningkatan sosialisasi melalui media elektronik
maupun masyarakat terkait perpajakan

4. Dilaksanakan validasi atau pemutakhiran data wajib pajak.

5. Mendorong adanya inovasi yang mendukung upaya
peningkatan pendapatan asli daerah

Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam
Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang Direncanakan.

Langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam
Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang direncanakan
adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia
dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui
kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.

2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis yang
membidangi terkait pendapatan asli daerah lainnya dan
pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan terkait
pengelolaan pendapatan daerah.

3. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana
pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan
misi kepala daerah.

4. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun
penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.

5. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi
peningkatan pendapatan daerah.

6. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai
dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan
berdasarkan kewenangan masing-masing.

7. Melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak untuk PBB-
P2 dan pajak daerah lainnya.

8. Melaksanakan dan merealisasikan penghapusan piutang
pajak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

9. Membuat inovasi dalam pengembangan sistem pelayanan
pajak daerah.
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan
dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi
dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang
dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap
hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:
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RENCANA KERJA TAHUN 2025 .
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Berdasarkan tabel 2.3 review terhadap rancangan awal RKPD
Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah yaitu
dengan 2 (dua) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga)
sub kegiatan pada rancangan awal RKPD pagu indikatif sebesar Rp.
17.049.626.360,- (Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Enam
Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah},
sedangkan kebutuhan dana sebesar Rp. 28.601.869.078,- (Dua Puluh
Delapan Juta Enam Ratus Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh
Sembilan Ribut Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Dengan rincian
penambahan sebagai berikut :

a. Penyesuaian jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN

b. Penyesuaian jumlah belanja wajib bersifat rutin seperti pembayaran

listrik, pembayaran internet, pembayaran air, pemeliharaan

kendaraan, belanja bbm, pemeliharaan peralatan kantor

Pemeliharaan aplikasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan kegiatan lanjutan pasca kegiatan pemetaan

menggunakan lidar

e. Pelaksanaan kegiatan validasi data pajak daerah

f. Pelaksanaan sosialisasi mengenai regulasi pajak daerah, serta
mengenai pajak daerah secara khusus

g. Pelaksanaan kegiatan rutin pelayanan serta penagihan pajak
daerah

h. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan

pajak daerah

Penyusunan kajian mengenai potensi pendapatan asli daerah

oo

[y
.

j. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi petugas pelayanan pajak
daerah

k. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah

L. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 memuat arah kebijakan
nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk
memberikan kepastian, kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi,
kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan
pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 disusun sebagai pedoman
pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang memuat 7
(tujuh) Program Nasional meliputi :

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas
dan berkeadilan.; '

b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan;

c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya
saing;

d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar ;

f.  Membangun Ilingkungan hidup, meningkatkann ketahanan
bencana, perubahan iklim;

g. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu kewenangan yang
diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi salah
satu instrumen penting untuk mendesain dan mengarahkan kebijakan
pembangunan daerah untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur
Pendapatan dan Belanja Daerah, karena besaran pendapatan akan
menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Bapenda Kota Bontang
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan, dengan konsentrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah
dan memberikan jaminan ketersediaan anggaran melalui realisasi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Rencana
Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026,
dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis
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dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang tahun
2021-2026.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan
Daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah Meningkatnya Kemandirian
Fiskal di Daerah. Dengan indikator tujuannya, yaitu “Kategori Kapasitas
Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Daerah)”.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan
Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2025 adalah Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah. Dengan indikator sasaran adalah sebagai
berikut :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda tahun
2025 dan sejalan dengan isu strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab
II, dalam Renja tahun 2025 Bapenda melaksanakan inovasi dalam
rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terkait
dengan upaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban
perpajakan melalui program BAPENDA MENGAJAR dengan sasaran
para pelajar SMA/MA/SMK dan juga menyelenggarakan bimbingan
teknis bagi wajib pajak. Inovasi juga dilakukan dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan perpajakan daerah melalui program
pelayanan pajak keliling di setiap kelurahan

"84
S
RENCANA KERJA TAHUN 2025 .

K : X - , < .
BAPENDAY I Y A 0 @' ) it s @ ) i e @i

s S




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu. Penyusunan Program /kegiatan/ sub kegiatan
dan kinerja serta indikator sub kegiatan telah dilakukan penyesuaian
berdasarkan Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
inventarisasi pemutakhiran Kklasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat
pada table 4.1 berikut ini:
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun
Anggaran 2025 merupakan wujud dan penjabaran dari Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja
merupakan bagian tahapan dalam pelaksanaan suatu perencanaan dimana
tujuan akhir yang diharapkan adalah adanya pedoman dan acuan dalam
proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang selain menjadi
acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja Badan PendapatanDaerah. Rencaan Kerja juga
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, sehingga akan
diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian semoga dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah ini dapat

menjadi acuan demi tercapainya tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang.

RENCANA KERJA TAHUN 2025
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